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BAB III 

PENUTUP 

Permasalahan : Apakah Nasabah kripto Algopacks yang mengalami kerugian dalam 

investasi kripto bisa mendapatkan dana kompensasi ? 

A. Kesimpulan 

 

Dalam pergerakan Perdagangan Kripto di Indonesia, tentunya 

diperlukan regulasi yang dapat melinduni setiap dana nasabah kripto. 

BAPPEBTI dengan ini memunculkan regulasi yang terdapat pada Undang- 

Undang Perdagangan Berjangka diatur mengenai Dana Kompensasi pada 

“BAB VI Pasal 105 sampai dengan pasal 111 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan 

Berjangka Komoditi” juga dapat dilihat pada BAB III Penggunaan Dana 

Kompensasi Pasal 6 dan Pasal 7, juga BAB IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 

13 “Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

Nomor115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana 

Kompensasi”. Regulasi dari Undang-Undang dan Peraturan Kepala 

BAPPEBTI inilah yang akan melindungi setiap dana nasabah kripto. 

Selain dari pengaturan yang disebut diatas, unsur-unsur dalam dana 

kompensasi juga harus dipenuhi. Apabila unsur yang ada dalam dana 

kompensasi ini tidak terpenuhi, maka tentulah dana kompensasi tidak dapat 

dicairkan oleh nasabah kripto yang mengalami kerugian. Unsur yang dimaksud 

ialah, adanya dana, kerugian yang dialami, nasabah yang merugi, cidera janji 
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pialang berjangka. 

Kasus penipuan investasi kripto Algopacks dapat disimpulkan 

bukanlah bagian dari tanggung jawab Bursa Berjangka untuk melakukan ganti 

kerugian ataupun pemberian dana kompensasi kepada para nasabah kripto 

yang merugi. Kesimpulan ini dapat ditarik berdasarkan sesuai dengen 

ketentuan yang berlaku pada “Pasal 107 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka 

Komoditi”. 

Dalam kasus Algopacks, ini merupakan suatu unsur penipuan oknum 

tidak bertanggung jawab. Algopacks selaku Pialang Berjangka juga bukanlah 

Pialan Berjangka yang memiliki izin oleh Bursa Berjangka. Oleh sebab ini, 

maka unsusr cidera janji Pialang Berjangka tidak terpenuhi, oleh karna 

Algopacks bukanlah Pialang Berjangka resmi yang memiliki izin dari Bursa 

Berjangka, yang mana ini berarti Bursa Berjangka tidak memiliki kewajiban 

untuk memberikan Dana Kompensasi pada Nasabah yang mengalami 

kerugian. Berdasarkan segala penjelasan yang telah diuraikan, maka 

dengan ini dapat disimpulkan nasabah kripto Algopacks tidak dapat 

mengajukan tuntutan Dana Kompensasi kepada Bursa Berjangka.  

Kasus kripto Algopacks  merupakan suatu kategori Perbuatan 

Melawan Hukum yang mana ini merupakan kasuus penipuan kripto yang 

dilancarkan oleh dua orang pelaku. Maka dengan ini, upaya perlindungan 

hukum yang dapat ditempuh oleh para korban ialah melalui jalur pidana 

dalam kasus penipuan dengan menuntut sesuai dengan “Pasal 494 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
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Undang Hukum Pidana” 

B. Saran 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan juga kesimpulan diatas, maka saran yang 

dapat diberikan penelliti ialah : 

1. Dalam hal melakukan investasi kripto, ada baiknya setiap calon nasabah 

meneliti lebih lanjut apakah Pialng Berjangka yang dituju merupakan 

Pialang yang memiliki izin dari Bursa Berjangka 

2.  Dalam hal persetujuan penggantian dana kompensasi, BAPPEBTI 

menyebutkan bahwa Nasabah yang menuntut ganti kerugian oleh karna 

kelalaian Pialang Berjangka barulah bisa dibrikan apabila Nasabah tersebut 

telah melakukan upaya penagihan secara maksimal pada Pialang Berjangka. 

ada baiknya, terkait dengan yang dimaksud penagihan secara maksimal 

tersebut dapat lebih diperjelas, upaya seperti apa sajakah yang dapat 

dilakukan agar dapat dikatakan sebagai penagihan secara maksimal. 
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